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Rendahnyarealisasi pemanfaatan atas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi
Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan suatu evaluasi terhadap pel aksanaan
kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas
pemungutan pajak <em>The Four Maxims</em> (Smith, 1776). Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode kombinasi (<em>mixed methods</em>) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan
kualitatif, dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengumpulan data
dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu, serta wawancara kepada petugas pajak di KPP tersebut. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM
DTP telah memenuhi asas pemungutan pajak <em>The Four Maxims</em> (Smith, 1776) dengan tingkat
persetujuan lebih dari 50% terhadap masing-masing asas. Tetapi, di sisi lain, tingkat pemanfaatan insentif
tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah yaitu sebesar 27,95% pada tahun
2020 dan 10,63% pada tahun 2021. Alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak UMKM untuk
memanfaatkan insentif adalah kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan manfaat insentif
bagi <em>cashflow</em> UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi
kewajiban penyampaian laporan realisasi belum optimal. Masih terdapat adanya kendala dalam pel aksanaan
kebijakan tersebut. Dari sis Wajib Pajak, pengetahuan dan kemampuan teknologi, serta fasilitas yang
dimiliki belum memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi
petugas pajak masih mengalami kendala berupa penyampaian informasi dan tingkat kehadiran dalam
kegiatan penyuluhan serta keterbatasan data dalam melakukan pengawasan atas insentif. Namun, KPP
Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senantiasa melakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatan insentif
tersebut, diantaranya penyebaran informasi melalui berbagai kanal, menyediakan layanan konsultasi kepada
Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap data insentif. Oleh karenaitu, pemerintah perlu merumuskan
kebijakan pemberian insentif pajak yang mempertimbangkan kondiss UMKM di Indonesia dengan
mengutamakan unsur kemudahan dan kenyamanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu
menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memaksimalkan data
untuk pengawasan insentif tersebuit.

...... The low realization of the utilization of the government-borne final income tax incentive policy for
MSME taxpayers during the Covid-19 pandemic requires an evaluation of the implementation of this policy.
This research aimsto evaluate the policy based on the principle of tax collection, The Four Maxims (Smith,
1776). The method used in this research is a mixed method that combines quantitative and qualitative
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approaches by conducting a case study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. Data collection through
documentation, questionnaires on MSME taxpayers registered at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office, and
interviews with tax officers. The results showed that the perceptions of MSME taxpayers stated that the
government-borne final income tax incentive policy complied with the principles of tax collection, The Four
Maxims (Smith, 1776), with an approval level of more than 50% for each principle. However, on the other
hand, the utilization rate of thisincentive at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Officeis still relatively low,
namely 27,95% in 2020 and 10,63% in 2021. The reason M SME taxpayers consider taking advantage of the
incentives is the ability to fulfill administrative requirements and incentive benefits for MSME cash flow. In
addition, the level of compliance of MSME taxpayers to fulfill the obligation to submit realization reports
could be more optimal. There are still obstacles to the implementation of this policy. From the taxpayer's
point of view, more than knowledge and skills regarding technology, as well as the facilities they have, is
required to meet the administrative requirements. Meanwhile, tax officers still need help delivering
information, attendance rates in counseling activities, and limited data in supervising incentives. However,
Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office always makes efforts to optimize the use of thisincentive, including
disseminating information through various channels, providing consulting servicesto taxpayers, and
monitoring incentive data. Therefore, the government needs to formulate atax incentive policy that
considers the condition of MSMES in Indonesia by prioritizing el ements of convenience and comfort. In
addition, the Directorate General of Taxes also needs to disseminate information regarding counseling
activities to taxpayers and maximize data for monitoring this incentive.



